
PBB,A?1}IT,AhI BUPATI HI'LU SUITGA'I SELA?AIY

NOMOR 6 TAHUN 2AT4

TE3[TAI[G

PEDoMAH PEMBERIAN HIBAH DAlt BAN?UAN sosIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Meaimbang : a.

*Ieogiugat : 1.

b.

aJ.

+.

BUPATT HUTI' SUNGAI SELATAN,

hahwa dalam ra.ngka memberikan pedor:an
peiaksanaan Fiihrah rlan Bantuan Sosial yallg
i3ersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Ncrmor 3q Tahun 2aL2 tent8-ng Perr:hahan Atas
Peraturan Menteri Daiarn Negeri Nornor 32 Tahurt 201 i
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang ts-ers rii:rber. dar"i Anggaran Pendapata-n dan Belanj a

Daerah;

halrna herdasa::kan per:timbanga'n sebagaimana
dimaksuel tlalam huruf a dan truruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Hulu sungai selatan

tentang Pedofi:an Fetnberian Hibah dan Bantuan
Sosial;

unclang-Uncia_ng Neiinor 27 Tahun 1959 tentang
penetafia1 Undalg-Unda:rg Darurat Nomor 3 Tahun
1gS3 lentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalirrrant;rn ll/eml:al'air Negara ltepublik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor iB20);

Unriang-Undang Non:or I Tahun 1985 tentang

Organiiasi Kemasy arakatan (Lembaran Negara ?ahun
1q85 Nomor 44, 1'a_rn"[rahan Lemba-ran Nega.ra Repui:lik
Indonesia Nomor 3298) ;

Unclang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang
i{euatfan NJga:"a {Lembaran Negara ltepublik
tndonesia Tahui 2OOS Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-UndangNomorlTahun2oCI4tentarrg
Perbendahrr"*ti Negara (Lembaran Negara Repulrlik

Inrlonesia Tahun 2aa4 Nomor 5, Tambahan Lemharan

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Ur:c'tang Nomor 15 Tahun 2004 ientarig
Pemeriksaan Fengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Inelonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 44AA];
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepuLrlik

Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sehagaimana telah ciiui:,atr beberapa kali terakhir
dengln Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20OB tentang
peribahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32
Talrun 2aa4. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AO8 Nomor 59,
ramhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomctr

asaa];

Unclang-l-I:ielang Nornor 33 Tahun 2AC4 tentalg
perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan f)aerah {Lembaran Negara Republik
Indcrnesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RepuLrlik Indonesia Nomor aa38l;

peraturan Pemerintah Namor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaral Negara

nepirfrtit< in6onesia Tahun 2OAS Nomor L4A, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inrionesia Nomor 45781;

Peraturan Penrerintah Nomor 79 Tahun 2aa5 tentaxg
pedornan Pembinaa-n dan Pengawasan Pen3relenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Inrionesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4593i;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo7 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan Anta;:a Pernerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kata {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2ao7 Nomor 82, Tamlrahan Lembarar:
Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

Peratura:r Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20o6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa krl,, terakhir
dengln Peraturan Menter"i Dalam Negeri I'{omor 21

Tahun 2a7l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman Pengelotraan Keuangan Daerah {Berita Negara

Reputrlik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menieri Dalam Negeri l.lomor 32 TahUn 2A11

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang birsumber dari Angpia'an Pendapatan dan Belanja
baelah (Berita Nega1"a Repubiik Indonesia Tahun zALl
Notnor 45O) sebagaimana telah diuhah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahr-ln 2a12

tentang Perubahan Atas Peraturafl Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2OLL teotang Pedoman
peftberian Hibah dan Rantuan Scsial Yang Bersumtrer

dari Anggaran Pendapata-:r dan Belanja Daerah (Berita

Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 54O);

7.

oo.

9.

10

11
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
i{omor 2i) Tahun 2AAT tentauig Ke';''enangan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Fiulu Sungai Seiatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai selatan
iahln ZAOT Nomor 25, 'lfamhahan Lemharan. Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110i;

Menetapkan :

MEAfiUTTISITAT{ :

PERATURAN BUPATI TE!{TAI{G PEDOMAN
FETfiBERIAIq HIBAH DAN BAI{?T'AI{ SOSTAL.

BAB I
KETENTUATII UIVIUM

Pasal 1

D aiam Perai u ram B upaili ini'r rulg cliliarlisu dkan d ciiga;r :

1. Daerah adatah Daera]n Kabupaten Hulu sungai selatan.

Z. peinerintah Daerah adaiah Bupati dan Pcrairgka*' Daeiair set-ragai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan'

3. Bupati adal*h Bupati Hulu Srxgai Selatan.

4. Anggaran pendapatan clan Belanja Daerah yang selaniutnya disingkat APBD

aclalah suatu ierrcana keuangan tahunan yang ditetapkal berdasarkan
Peraturan Daerah.

5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

6. pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjunya disingkat PPKD 9'dalah
t{epala Satu-an Kerja Pengelota Keuangan Daerah yang selaryutnya disebut
dengan Kepala SKPKD ].an[ mempunyai iugas melaksanakan pengel*laan APBD

dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (tsUiJ).

T. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnSra disebut SKPD ada1ah

perangkat ilaerah di lingkungan Pemerintah Daerah l{abupaten Hulu Sungai

Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang'

g. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD )rang s*lanjutn3ra rlisingkat RKA-PPKD

adalah ,"r.*ir" kerja dan anggaran PPKII seiaku bendahara umum daerah.

g. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RI(A-SKPD

adalah dokumen perencanaan dan prcnganggaran yang berisi program, kegiatan

dan anggaran SKPD.

10. Dokumen Peiaksanaan Anggaran PPKD yaflg selanjutnya disingkat DPA-PPKD

adalah dokumen pelaksanian a*ggaran PPKD Kabupaten Hulu Sungai Seiatan

seiaku Bendahara Umum Daerah.

1 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnl'a disingkat DPA-SKPD

adalah dokumen .\,ang memuat pendapatan, belanja elan pembia-yaan yang

digunakan setragai dasar peiakanaaan anggaran oieh pengguna anggaran.
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12, Organisasi kemasyarakatan ada1ah organisasi yang dibentuk oieh anggota

misyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar

kesamaan kegiatal, profesi, fungsi,agama dan keperca3'aan terhadap Tuhan
yang Maha Eia untuk berpe.an serta dalam pembangunan daerah Kabupaten

Hul,l Sr,rngai Selatan da'lam rn,ariah Negara Kesatr-ta-n Repr'thlik Indonesia yang

berdasarkan pancasiia termasuk organisasi noil pernerintah yang bersifat
nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

13. F{ibah arlalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada
pemerintah utu,, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat

ann organisasi kemasyeraka.tan, ),&trg secara spe*tifik felah ditetapkan
peruntulanrrya, bersifat tidak wajib dan ti<lak mengikat, serta tidak $ecara

terus menerus yang trertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
pctrici-intah riaerah.

14. Bantuan sosial adaiah pemberian tra.ntuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada ind.ividu, keluarga, kelornpok danlataii masyarakat

V*g sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan utrtuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

iS. i{askah Ferjanjian fiibah Daerah yang selanjutnya clising}<at t'iPHD aria-lah

naskah perjanjian Beianja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah
Daerah clengan Penerima Belanja Hibah.

16. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yaflg dapat menimbulkan potensi
terjadinya kerentanan sosia-l yang ditanggung oleh individu, keluarga, keiompok
r3aniatau rnasyarakai sehragai dampak krisis sosiai, ler"isis ekonomi, krisis
po5tit, fenomena 6am dan bencana aJam yang jika tidak diberikan belanja

bantr:an sosiai akan semakin ter.onruk dan tidak dapat hirtup dalam kondisi
wajar.

lZ.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
yang d.ibeiituk d,enga:i keputusan bupati dan dipimpin cleh sekretai-is daerah
yang mempurryai iugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati

c*o* rangka penyus,:nan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat

perencanu. da.rufr, PPfn dan pejatlat lainrrya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II
JEIiIIS PEMBERIA1Y

Pasal 2

Jenis pemberian yang diatur dalam peraturan ini terdiri dari

a. Ilibah; dan

b. Bantuan Sosia,l.
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BAB III
SYARAT PESIEERIAIq

Bagian Kesatu

Hibah

Pasal 3

(1) pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan

daerah.

(2\ Hibah sebagairnana elimaksud pada ayat {1} d,apat berupa uang, barang, atau
jasa.

(3i pemberia:: hii:ah sehagaimana dimaksud parla ayai (U riiiakukan setelair

mernprioritaskan pemenuhan belanj a uru san wajib'

{4t pemirerial hibah sebagainiana dimaksud pacla q{aT" (1i ditujukan untuk
menunjang pencapaian sa$aran program dan kegiatan pemerintah daelah
dengaa memperhatikan asas keadiian, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat
untuk masyarakat.

(5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (U memenuhi kriteria
paling sedikit:

a. peruntukannya srcara spesifik telah ditetapkan;

b. tidak r,vajiLr, tiriak rnengikat rian tidak terus mener'ils setiap tatiun anggaran,

kecuali d.itentukal lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

c. memenuhi Pers3r636tan penerisra hibah'

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kePada:

a. pemerintah;

b. pemerintah daerah lainnYa;

c. perusahaan dacrah;

d. masyaraka! dan/atau
e. organisasi kemas.yai:akatan:'.

Pasal 5

tU Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lercbaga pemerintah non

kementerian yang wilayah kerjanya berada daiam daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf b dih,erikan kepada daerah otonom baru hasii perrrekaran daerah

sebagaimana diamanatkan peraturan perundarr'g- undangan'

{3} Hitlah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
diberikan tcepaOa Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah
yang diterimL pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan'
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(4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud datam Pasal 4 huruf d
ciiberikan kepa-cia kelompok orang yang rrremiliki kegiatan tertentu d.alam bidanq
perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat,

UiAat g kemasyarakatan dan keolahragaan non-profesiona-1.

i5i Hibah kepada organisasi kemasyarakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4

huruf 6 dibeJkan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk
berd asa-rk-an pe ratu ran p eru nd ang- u n dan gan .

Fasa1 5

(1) Hibah kepada mas;.arakat sebagairnana dimaksud da-larn Pasal 5 ayat (4)

diberikan dengan persYaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan yang jelas;

b. berkeduclukan dajam wilarrah administrasi pemerintah daerah Kabupaten
Llulu Sungai Selatan; dan

c. telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selata-n.

(2) Hibah kepacla orga-nisasi kemasyarakatar:. sebagairnana dimaksud rialan: Pasal 5

ayat {5} diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. telah terrlaltar pada pemerinta} Kabupaten l{ulu Sungai Seiatan sekllrang-
kurangnya 3 tahun, kecuali clitentukan lain oleh peraturan perunda-ng-

undangan;

b. berkedudukan dalam wi1a3z6fi administrasi Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan; dan

c. memiiiki sekretariat tetaP.

(3) prosedur penda-ftaran masyarakat/kelompok orang yang memiliki kegiatan
tertentu sebagairnarra dirnaksuC pada ayat {1) huruf c dilakukar: pada SKPD

teknis yang menarrgani pembinaan organisasi kemasyarakatan.

{4) proseclur pentla-ftaran organisasi kemasyarakatan sebagairnana elirnaksud pada

ayat (2) huruf a dilakukan pada SKPD teknis yang menangani pembinaan

oigurrisa*i kemasvarakatan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yan g

berlaku.

Bagia* Kedua

Baatuan Sosial

Pasal 7

(1i pemerintah rlaerah dapat mem-berikan bantuar sosial kepada

anggota/ keiompok masyarakat se suai ketnampuan keuangzur daerah.

(2) Bantgan sosial sehagaimana climaksud pada ayat {1) dapat bentpa uang, irarang
atau jasa"

(3) pemberian bantuan sosia-l sebagaimana dimaksud pada ayat (li dilakukan
setelah rrrerr:prioritaskar: pemenuhan belanja urusan "vajib clengan

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas deur manfaat untuk
masyarakat.
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(1i

i2)

(3)

Pasal 8

Anggotalkelompok masyaraicat scbagaimana ilinraksud iiala:ii Pasal 7 ai-ai {1)
rneliputi:

a. indi'rirju, keluarga, danf atatt ma-syaraJcat lrsng mengalami keadaan yang tidak
stabil sebagaj akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau
fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pem.erintahzur bicirulg pendidikan, keagafflaafl, dan bidang lain
yangberperan untuk melindungi individu, kelompok, dan latau masyarakat dari
1'^mrrnnl.inan {arin Ainrra reaii:n cnaial
i:rLf IlLL:ii<.Ilfiralli L'vfjC{UlItvY (4 r urJrlru L)vurr.Ar

Pasal 9

Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana
dimaksud daiarn Pasal 8 huruf a yang diberikan kepada individu dan/atau
ketruarga terrjiri dari bantuan sosiai kepada individu danf atau keluarga yang
direncanakan <ian yang tidak dapat direncanakan sebeiumnya.
n^-^..--^^ ^^^:-1 't-^^^l^ .:-l-i--:1" .i^* /^+.'rr l-^1rr^-r-a y7^nft Airennqttrslzcstl.
n'dLlLl'j.'dll buslicl l1,cpic.'!id ilitjrv lLiL{ wd-t-L j cr"LaL{ *\.rL{c& 6a J il16 (atr uarLulrLuluar

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dialokasikan kepad.a indivitlu clanlatau
keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat
penyuslinan APRD.

Bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat
..1-'-----^^"^-r-^^ ^^1-^1, ^^1-^^^:*^-^.I.i'-^1.-'rrI ^^'il^ nxraf /11 rlialnizo<silzarrLL'CItUaItaKalt scuciullirrj'il- scLra5cl-ritrd-ira uurrd.AilLrta ya-ua 4iaL \ a, urqru!Luur!!41

untuk kebutuhan akibat resiko sosia-l yang tidak dapat diperkirakan pada saat
penyusunan APBD yang apabila ditunda penangal]annya akan menimhulkan
resiko sosial yang lebih Lresar hagi inciiviciu daniatari keiuarga.vaiig
bersangkutan.

Fasal 1O

Per:rtrerian brantuan scsiai sei:agairnana
rnemenuhi kriteria paling sedikit:

^ oclolzf if.(t. L)L.!L,tL\rr,

.'11.'-..'!,^',.1 .tr..1^,e D.roc! a cra* f 1!LLllllfuailL4L4 r-lcl-l{ult r csu , qJ uL \ ',

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. hersifat sementara dan tidak terus menerlts, l<ecuali clak:m kea-Caan tertentu
dapat berkelaniutan;

d. sesuai tujuan pengSlunaan.

t2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa
bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk
melinriungi dari kemungkina'rn resiko sosial 

"

(3) Kriteria persyaratan penerima ba-ntuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meiiputi:

a. memiliki iderrtrtas yang jelas; dan

b. berciomisili dalam r.viiavah aciministratif Pemerintah Kabupaten Flulu Sungai
Selatan.

l4l i{riteria bersifat sefitentara dan tidek terus rnenerus sebagaimana dimaksud
pada ayat tt) hurui'c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak w4jib dan
tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

,lt
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{5)

(6)

Keadaan tertentu clapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran

sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1i huruf
ei bahr.va tujuan pemberian tranittaR sosiai rneiipuii:

a. rehabilitasi sosial;

b. periindungan sosial;

c. pemberdayaan sosial;

d. jaminan sosial;

e. penanggulangan kemiskinan; dan
f nan,\n.rfi1r1nnrn'n henr-rrnn

V vr rdriibqr<! rb(4r

Pasal 11

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasai 10 ayat (6i huruf a

ditujukan untuk memriiihkan eiarr mengemtrangkan kemarnpuan se seGi:afig

yang mengalami d.isfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secafa'lvqjar.
perlindungan sosiai sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 1CI ayat (6i huruf b
ditujukan untuk mencegah {an menangani resiko darri guncangan dan

kerentanan sosial Sesgol:ang, keiuarga, kelomp*k mas-var^akat agar

kelangsungan hid.upnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal,
pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1O ayat (6i huruf c

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang

rnengaiarni masaiah s-osiai mernpunyai daya, sehingga fiianlpli memenuhi
kehutuhan dasarnya.

Jaminan sosial setragaimanei clirnaksr-rcl ci-aiarn Pasai iO e],at (6i huruf c1

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar

dapaf memenuhi kebutuhan dasar hirlupnya yang layak'

penanggulangan kemiskinan sebagaitnana dimaksud elaiam Pasal 10 ayat {fi}

huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap

ora-&g, keluarga, kelornpik rnasyarikat i.ang ticiak fflempun3rai atar-r. mernpunyai
sumbe, mata pencahaiian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ya:rg layak

bagi kemanusiaan.
penalggulangan bencana sebagairrrana dimatrrsi.td dalam Fasai 1O avat i5) huruf
r merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

?asal t2
Bantuan sosial clapat berupa uarlg ata',1 barang .Yang diteriir-:.a iangsung olett

penerima bantuan sosial.

Bantuan sosiai berupa uang sebagairnana ciirnaksud pada ayat {1} ade-lah uang

yang diberikan secara langsung iiepada penerima seperti beasiswa bagi anak

misiiin, yayasan pengelola Vatim piaiu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia,

teriantai, iacat irerai*an tunjan$an kesehratan putra puiri pahlarvafi yang tidak
mampu.

(1i

(2]

{3)

i'+i

(5i

(6)

/ rl
t 1.)

aU
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(3) Bantuan sosia-l berupa barang sebagaimana dimaksud pad.a ayat (ll adalah
barang yang elii:erikan secara langsung keparta penerima seperti banruarr
kendataan operasionai untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak
mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakatan
kepada yatim piatu/tuna sosial, ternal< hagi kelompck masyarakat kurang
mafirpu.

BAB IV
PROSEDUR PEREI\ICAIiTAAI'I DAN PEI{GANGGANATiI

Bagian Keeatu

Pereneaaaaa dan Fenganggaraa Hibah

Pasal 13

(1i Pemerintah, pemerintah daerah iainnya, perusahaan daeral., masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan/proposal permohonan
hibah seca;"a tertulis kepada Bupati.

(2) Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. identitas calon penerima hibah;

b. maksud dan tujuan penggltnaan dana hibah;

c. prograrn dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan

d. rencana kebutuhan biaya"

(3) Usulanlprapasal permohonan hibah secara tertulis rlari masyarakat w4jib
dilengkapi dengan:

a. susunan pengurus;

b. Fotokopi identitas diri ketua dan sekretaris;

c. Foto pengurus ketua dan sekretaris uknran 4x6 berwarrta;

d. Surat pengantar camat; darr

e. Surat keterangan terd,aftar dari Kepala SKPD yang seca-ra teknis menangani
Bembinaan organi sasi kemasyarak atan.

(4) Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis dari organisasi
kemasyarakatan wajib dilengkapi dengan:

a. akta notaris pendirian badan atau dokurnen iain yang dipcrsarnakan;

b. Nomor Pokok Wajib PAtak;

c. susunarl pengurus;

d. Fotokopi identitas diri atas nama ketua dan sekretaris;

e. Foto atas narna ketua dan sekretaris ukuran 4x6 berwarna.;

f. Surat pengantar camat; dan

g. Surat keterangzur terdaftar dari Kepala SKtrD yarrg secara teknis rnena-nga-ni
pembinaan organisasi kemasyarakatan.
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(1)

{2\

Fasal 14

Permohonan hihah yang disamparkan paling lambat tanggal 15 April tahun
Lrerkenaan nrenjadi usulanlproposal pei-mchcnan calon penerin:a hibah pada
anggaran tahun berikutnYa.
permohonan hibah yang rlisampaikan paling lamhat tanggal 31 Desember

tahun berkenaan menjadi usulanlpraposal pertnohonan calon penerima hibatt
pada anggaran perubahan tahun berikutnya.

Pasal 15

(1i Usulanlproposa-l permohonan hibah secara tertulis seL:agaimana dirrekstld
dalam Pasai 13 ayat {1) diterima oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
I.\apra 1r
!/4Lr AIlr

Usulan/proposal permohonan hibah secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat lt1 didistribusikan kepada SKPD terkait ],ang bertanggllngjawab
melakukan evaluasi atas r.r, sulan / prap* sal permohonan hibah.

trvaluasi atas usulaalproposal permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada

ayat {.2i menYangkut:

a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasa-l
'l 2.

b. penilaian terhad.ap manfaat program dan kegiatan yang diusulkan bagi
masyarakat rJan pemerintah daerah;

c. penilaian atas kelayakan jumlah dana yang diusulkan dengan program dan
kegiatan yang akan dilaksalakan.

d. efisiensi usulanlproposal pernrahonan hibah; da11

e. jumlah hibah yang perna-h diterima pengusul hibah pada dua tahun
berturut-turut sebelum tahun gsulan/proposai permohonan.

Untuk kepentingan evaluasi atas usula:r/proposal permohonan hibah
seiragaimana dimaksurl pada ayat i3), SKPD terkait Capat melakukan
peninjauan iangsung ke laPangan.

Kepala SKPD terkajt setragaimana dimaksrr-d pada ayat (2) menyampaikan hasil

evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati ruelalui TAPD.

TApD memberikan pertimbangan atas rekomendasi setragaimana dimaksud
pada ayat (5i sesuai dergat prioritas darr kemampuan keuangasr daerah.

pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (6) dapat berupa pencantuman nilat
hibah dalam rancengan KUA dan PPAS.

Pasal 16

{1i Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagairnana dimak_sud

dalam pasal 15 ayat {5), ayat {6) dan ayat {7) menjadi dasar prencantuman hibah
trerupa uatlg daiam rancaflgarr KUA rian PPAS.

(2) pencantuman hibah berupa barang danf atau jasa dilaksanakan melaiui

r::ekanisme penyusunan RKA-SKPD.

{2t

(s)

t4l

1(i
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{3i

Pasal tT

Hibah berupa Llang dica:rtumkan dalam RI{A-PPKD'

Hibah berupa barang d,an/ataujasa dicantumkan dalam RKA-I}KPD'

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dirnal,.sud paCa ayat il") da:r a}'at t2)

menjacli dasar penganggararL hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-
__-_ -l^ulru?urHtl.lr,

Pasal 18

{U Hibah berupa uang d,ianggarkan dalam kelompok belanja tiCak iangsung, jenis

belania hibah, obyek, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD'

{2) Obyek beianja hibah dan rincian obyek belanja hibah setragaimana dimaksud

pada ayat (1) meliPuti:

a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah lainnYa;
c. Perusahaan daerah;
d. Masyarakat; dan
e. Organisasi kemasYarakatan.

(3i Hibah berupa barang rlanlatau jasa rlianggartrran dcam kelompok belanja
Ialgsung yang diform-ulasikan kedalam prograln rian kegi-atan, yang diuraikan
teO?iam jeniJ behnja trarang eian jasa, nbyek helanja hihrah barang dan jasa

berkenaan kepada pftu:. ketiga/masyarakat, dan rincian obyek irelanja hi-bah

barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

(4) Dalarn rincian obyek beianja sebagaimana dimaksud patla ayat (1) dan ayat (2)

dicantumkan besaran hibah.

Pasal 19

Bupati Elencantumlian dsftar penerima Can

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
besaran hibah deilart Lampiran III

{U

\z]

Bagiao Kedua

Ferensas.aan dau Fenganggara& Bantuar, $osial Yaag Dapat Direeear'akaq

Pasal 2CI

permohonan bantuan sosial yang disampaikan paling lambat tanggal 15 April

tahun !:erkenaan menjarli 
-usulanlproposai permohonan calon per:erima

bantuan sosial pada anggaran tahun berikutnya'

Permohonan iranluan sosial yang disampaikan paling lambat ta:rggal 31

Desember tahun berkenaan menjadi usulan/proposal permohonan caion

penerima bantuan sosial pada anggaran perubahan tahun berikutnya.

Anggo ta1 kelornPok masYarakat
tertulis kepada BuPati.

Pasal 21

rTreflyairlpaikan usulan/ proposC permohonan
iiJ
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l\-,

(2\

{3i

(41

(s)

t2l usulan/proposai permohonan tertulis sebagaimana dimaksind pada ayat (1)

diilarnpiri dengan:

a. Fotokopi kartu identitas diri pernohon d.an/atau Fotokopi kartu keluarga

penr*iroir yang dilegaiisir Kepala Desa;

b. surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa setempat danlatau surat

keterangan te4' adinya benca na/ rnu sibah dari peia bat herwenang;

c. surat pengantar dari Camat setempat; dan

d. foto beravai:na ukunan 4x6.

Pasal22

usulani proposal permohonan tertuLis sebagaime-na din:aksud d'a1arn PasC 2 i

ayat (tj Oitirim" bt*n Bagian Kesejahte raan Ralcyat Sekretariat Daerah untuk
,it*j,-rirr1,r, rlidistribusikin kepada *sKPD terkait yang 5ertanggungl'awab

melakukan evaiuasi atas usuian/proposai perrnohonan barttuan sosial'

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut :

a. peniiaian terhadap kriteria yang disya;atkan sebagai peneriina bzurilan

sosial sebagaim ana dimaksucl daiam Pasal 1O dan daJam Pasai 2 i;

b. penilaian atas kelayal<an jurnlah clana
akan dilaksanakan; dar.

c. efisiensi rlana yang riiusulkat:..

)rang rjir;suikan cienlqan kegiatan :ranfl

Untuk kepentingan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2\ SKPD terkait

dapat rneiakuLan peninjauen la:lgsung ke lapangan'

Kepala SKPD terkait sebagaim ana dimaksud pada ayat t}l rnenyampaikan hasii

evaiuasi berupa rekomendasi kepada Bupati rnelalui TAPD'

TApD memberikan pertimbalgan atas rekomendasi seiragairnana dirnaksutl
pacla ayat {41sesuai dtt gu.tt prioritas dan kemampuan keuangan daerah'

Pertimbangan T'APD sebagairnana dimaksuci pada a:1Lt (Si dapat berltpa

pencantuman aJlggar.an bantual sosial dalam rancanga-n KUA dan PPAS'

?asal23

Rekomendasi kepa-la sKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana riimaksud

dalam Pasal 22 ayat (4], ayat (5) dan ayat {6} menjadi da"sar pencantuman

alokasi anggarax n*t** sosial berupa iiang dalam rancangan KUA dan PPAS'

Pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial berupa barang melalui

mekanisme Penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 24

Bantuan sosial berupa uang dica-ntumkan dalam RKA-PPKD.

Bantr-:-an sosia]. berupa liara*ng c1-icanturnkan dalam RKA-SKPD'

RlcA-ppKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksuri pada ayat (1) dan ayat {2}

menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan

peru ndallg-'t rndangan.

(61

(ii

(2)

tu
to\\"t

{3)
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{1i

12\

Pasal25

tsantua' sosial be*-ipa uallg clianggarka* cleila;n keior:rpok belanja tidak

langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belaqja baltuan sosial' dan

rinc-ian ofl'eii belanja ba-ntuan sosial pada PPKD'

objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial

sebagaimana rlimaksud pacla- a-yat {l } meliputi:

a. individu dan/atau keluarga;

b. masyarakat; dan

c. lembaga non Pemerintahan.

Bantuafi sosial berupa barang cianggarkan d.alam kelompok helanja langsung

V"nS diformulasikan kedalam-ptogra* dan kegiatar:, yajlg diurarkan kedalam
jenil belanja barang rlan jasa, o6yJt belanja bantuan sosial barang dan rincian

t6vet< belanja nJntuan sosial trarang yang cliserahkarr kepada pihak

ketiga/ masYarakat Pada SKPD .

Yasal26

{1} Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran

bantuan sosial dajam Lampiran iV Peraturan i3upati tentatig Penfabaran riFBD'

(2) Daftar nama penerima, alamat penerima dan besararr bantuan sosial

sebagainiana diinaksud tr;ada ayat it1 tidak termasuk bantuan sosial kepada

indiiidu danl atau keiuarga yang tidak dapat direncanakan sebeiumnya'

Bagian Kedua

Pengauggaras Bastua11 $osla!, Yaag ?idak Dapat Biremea*.akaa

Pasal2T

pagu alokasi angga-ren baniuan sosiai yang tidc{ dapat direncanakan jumtrahnya

tidak melebihi ui-gguuo bantuan sosial yang dapat direncanakan'

Anggaran bantuan ,$osiai yang ti<lak dapat clirenca.nakan sebagaimana riirnaksuci

pada ayat (1) dianggarkan pada RKA-PPKD'

BAB V

PROSEDUR PENETAPAII DA1Y PELAI$AIVAAilI

Bagian Kesatu

Prosed.ur Penetapaa llibah dan Bantuan Sosial

trj

{1i

{2}

Pasal 28

{li Bupati menetapkan daftar penerirna hib}ah dan/atau i:antuan easial yaflg clapat

direncalakan beserta tresaran uang atau jenis barang ata"u jasa yang akan

diserahkan dengan Keputusen supati trerdasarkan pfra-t1-irr1,n daerah tentang

APBDdanperatu'a'BupatitentangpenjabaranAPBD.

IJ



{21 Daftar penerima hibah danlatau bantuan
sehagair:ra.na rlimaksud pada ayat iii menjadi

sosial yang daPat direncanakan
dasar penyali:rari.

Pasal 29

(1) Untuk rnendapatl<a:r calon penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial yang

lebih a.kurat, $upati dapai mernbrentu-k Tim Klarifikasi Pen-valuran Hibah dan

Bantuan Sosial kabupaten Hulu Sungai Selatan selielum l{eputusan Bupati

sebagaimana dimaksud daiam Pasai 28 ayat {i} ditetapkan.

(2) Tim Klarifikasi }lenyaluran llitrah dan Baltuan Scsial Kabulpaten Hulu Sungai

selatan sebagaimana dimaksud pada ayat {i) terdiri dari:

a. Tim Koorelinasi; dan

b. Tim Teknis.

(3) Tim Koordinasi Klarifikasi Penyaiuran Hibah rian Bantllan Sosial Kabupaten

Hulu Sungai Selatan sebagaimana d.imaksud pada ayat {2} huruf a mempunyai

tugas sebagai herikut:

a. Melakukan klarifikasi kepada SKPD terkait penyaluran hibah dan/alau
bantuan sosiai agar tepat guna dan tepat sasaraa;

b. Memberikan pertimbzurgan tertulis kepada Bupati dalam langka penS'esuaian

besaran dan ia-lon penerima hibah dan/atau bantuan sosial; dan

c. Melaksanakan tugas lain 3.61y1g d.itrerikan Bupati terkait. i:renyaluran hibah

dan / atau bantuan sosial.

(4i .i.im ,leKnls Kiarifikasi penyaiurar:. I{iba}i clari tsaniuan scsial Kabupaten Hnlu

Sungai Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas

sebagai berikut:

a. Menyiapkan informasi darr data untuk pelaksariaan kiarifikasi kepada S!(PD

terkait kebenaran data dan pemenuhan persyaratan calon penerima hibah

rian/aiau irantua-n sosiai; rian

b. Melaksanakan tugas administrasi klarifikasi penyaluran hibah dan bantuan

sosial l{abupaten Hulu Sungai Selaten'

(5i Bupati dapat melakukan penyesuaian terhadap da-ftar penerinna hibah dart/atau

hantgan sosial yang dapai diiencan akan beserta besaran uan{4 atau jenis !*u'S
atau jasa ya,g *ti*, diserairka* jika {iangg,ap tidai<' tepat sasaran clengan

memfernatiXari pertimbangan Tim Klarifikasi Penyaluran Hibah dan Bantuan

Sosial Kahupatei H,rt,o Sungai Selatan sebagaimana dimaksucl 1:ada a-Yat (1)'

(6) Penyesuaian terhadap daftar penerima hibah dan/atau bantuan sosial yang
' ' 

crapit rlirencanakan tteserta besaraa uang dan/atau jenis barang atau jasa yang

akag diserairka.l sei:agajrnana dimaksutl pada ayat (5) hErnya diiakukan untuk:

c. mengurangi besaran hibah dan bantuan sosial;

ci. mengurangi cei]ori penei'irna tribah ele.n brantuan sosiaL; dan/ata";

e. penyempurnaan nama danlatau a-iamat calon penerima hibah dan bantuan

sosial.

L4



Bagiao Kedua

Prosedur Pelaksanaan Hibah dan Bantuaa Sosi'el'

Pasal 3O

(1) Pelaksanaan angga-ran hibah dan bantuan sosial berupa uang dituangkan dalam

DPA_PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran hibah dan bantuan sosiai berupa balang aiau jasa

dituangkan dalam DPA-SKPD,

Pasal 31

(i) setlap pemberian hibah yang telah ditetapkan d*ttry -Kepritusan 
Bupati

' dituan gkas dalam NpHD yang dit odutung ni bersam a oleh Bupati atau peiabat

hei're/enang yaxg ditunjr-rk Can penerirna hibah'

(2) Pejabat yang berwenang yang ditunjuk sebagaimana ayat (1i ditetapkan dengan

Keputusan BuPati.

(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paiing sedikit memuat keteutuan

mengenai:

a. pemberi dzur Penerima ?iibah;

b. tujuan Pemberian hibah;

c. bcsarail/rincian penggul1asll hibah yeng ak-an diterima;

d. hak dan kewajiban;

e. tata cara penyaluranlper:yerahan hibal:; Can

f. tata cara PelaPoran hibah.

(4) Penyaturanfpenyerahan hiba.h dari pemerintah daerat: leepada penerin'la hihah

ditakukan *.t.arr penandafanganan NPHD dan Pakta Integ:'itas dari penerttna

hibah yang menyatat an bahi,a hiLlah yailg cliterim.a akan digunakan sesuai

dengan NFHD.

Pasal 32

{1i Pesya-luran dzura hibah berupa uang dan bantuan sosial berupa ua-ng dilakukan
' ' 

de ngan rnekanisme pembayaran langsung (LS)'

(2) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan

Rp5.CC)0.OOO,OO {tima juta rupiahi pencaiiannya rlapat diiakukan melaiui

mekanisme tambah uang (TUi.
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Pasal 33

penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada inCividu dan/aiau keluarga l'ang
ild;k dapat direrrrarrakan se belumn-ya selragainrana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

ili didasarkan Pada:

a. permintaan te11ulis dari ind.ividu dan/atau keluarga yang bersangkutan yarlg

dilengkapi dengan foto ukuran 4x6 berwarna, fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Aan frtotoopi fartu Kelua'ga )ang telah dilegaiisir;

b. surat keterangan dari Kepala Desa dan diketahui oleh camat atau Kepolisian

sesuai dengan ke:,venangafl n3ra;

c. hasil verifikasi SKPD teknis; dan

ci. persetujuan tertulis BuPati'

Pasal 34

pemberian hibah berupa barang atau jasa dan pemberian bantuan sosia] berbentuk

berang dilakukan seca-ra langsung ole'h SKPD'

Pasal 35

pengadaan harang dan jasa rlaram rangka hil:ralr dan bant*an s*sial herperloman

pada peraturan perundang-undangan'

BAB V-i

PELAPORAT{ DAN PERTAI{GGUWGJAU'ABAIT

Bagian Kesat*

Pelaporaa dalr Pertanggungiawabat Hibah

Pasal 36

(1) Penerima hibah berupa uaI1g, menyalnpdf:?l lapcran penggunaan hibah kepada
' 'Bupati melaiui PPKD dengan tembus€Ln SKPD terkajt.

(2i Penerima hibah herupa barang alst _l-1Yr 
rnenJiampaikan iar:oran pensgunaan

hibahkepadaBupatimela]uikepalaSKPDterkalt.

Passl 3?

(1) ;-lillah berupa uang dicatat seLragai reaiisasi jenis beianja tribah parla PPKD

dalam tahun arrggararr berkenaan'

i2) Hibah berupa ba-rang atau jasa dicatat seba-gai realisasi o?:yek bela-nja hihah

pada jenis netania d'.tnog dan .1asa daiam piogram cian kegiatag pada SKPD

terkait.

"t l:I L,'



Pasal 38

pertrlnggungjawaban pernerintah claerah atas pemberia:r hibeh rnelipu ti :

a. usulan/proposal permohonan dari calon penerima hibah kepada Bupati;

b. keputusan Bupati tentang penetapan rjaftar peneritrta hiLrair;

c. NPHD;

d. pC<ta integritas dari pene::irna hiba,il yang men3rslsit*n ba"Lrwa hil:ah ]'ang

iiterima akan digunakan sesuai dengan IVPHD; dan

e. bukti ransfer uafig atas pembei'iatr hibah berupa uang ateu bukti serah terima-

barang/jasa atas pemberian hibah berupa barangliasa'

P*sal39

iii Penerima }:ibah bertanggur:gia'"vab $ecafa fcrrmal dan material atas pen&gunaarl

hibah yang diterimanYa.

{2 i Pertanggungi aw aban penerima hibah meliputi:

a. laporan Penggunaan hibah;
h errrat nprnyetean ta,nggung jarvat-r yang menyatakan Lrahwa hiLtah yang

diterima teiah <iigunakan sesuai NPHII; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-

undangan nagi [e*erima"hihlh be-::upa uang atari saiinan hukti serah terima

Aaran{/ iasa bagi penerima lnibah berupa barang I iasa'

Fertanggungjawaban sebagaj6ra;:a dii::aksi:d pada ayat {2} huruf a da* hurpf b

disampaikan kepada Bu{ati paling iambat trnggri 10 bulan Januari tahun

&g#; berit<rifrqya, kecuali dit&tukan lain sesuai peraturan perundang-

undangan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dirnaksud pada ayat (21 huruf c disimpan

rian rlifrrguiiakan oleh perierima hibah selaku obyek pemeriirsaan'

Pasal 4O

Realisasi hitlah dicar:tun:tr<an paCa laporan kcuangein pemerintah Caerah cialam

tahun arlggaran berkenaan.

Hibah hernpa barang yang belu.m diserahkan kepada penerima hibah sampai

dengan akhir tattun iogg;"o berkenaan dilaporlian sebagai persediaan dalam

neraca.

Realisasi hibah berupa barang clanlatau jasa dikonversikan sesuai sta:rdar

akuntansi pemerintaffan pada" laporan realisasi anggaran dan diungkapkan

paria catatan atas iaporan keuarigan claiam penyusunan laporali keuangan

pemerintah daerah.

(3i

(41

/1\
I r,

tt)\
14,

(3)
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Bagian Kedua

Felaporas dal3 Fertaaggungfawrabars Bantuaa sos*.al

Pasal 41

(1) Penerima bantuafl susial berupa uang men)'afilpaikan le'pc'ran pengguilaan

baltuan sosial kepada Bupati melalui pfXn dengan ternbusan kepada SKPD

t+r1ra i fLL' I\lA L.

{2) Penerima bantuan sosia.l berupa barang rnenyampatkay Taporan penggunaan

trantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasatr 42

(1) Bantual sosial bcrupa uang clicatat se.bagar real.isasi lcnis belanje' bantuan

sosfaJpadaPPKDd,alamtahunanggaranberkenaan.

(?) Bantgan sosial 'oerupa bara-ng riicatat sebagai realisasi ob-v-ek i:elanja bairtuan

sosial pada jenis beianja harans dasr. jasa"datam program dran kegiatan pada

SKPD terkait.
Pasal 43

(1i ppKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu

danlatu" f.*iii".g" y*rrg ririak rt"prt direncanakan sebeiumnYa paiing lamtiat

tanggal 10 Januari tahun angga-ran berikutnya'

thi Rekapituiasi seLragaimana <lirliaksr,tcl pada ayat {1} mernuat nafi}a penerima'

alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu

dan/atau keluarga.

P*aL44

(1) Pertanggungiawaba-r: pernerintali daerah atas pcmberian ba-ntuan scsial

meliputi:

a. usulan/prsposal pcrmohonan/permintaan teriniis dari caicn pencrima-

bantuan sosial atau srrrat keterlngan dari p,ejabat yang berwenang kepada

BuPati;

b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Lrantuan sosial;

n +-alz*a integritas dari penerima bantua-n sosial yar\g mt:n3ra'takan hahwa
L. iJAr\to. 1r

hrantuan sosial yang <iiterima akan etigu[akari sesuai clerrga!

usulan/ ProPosa-l Permohonan; dan

d. bukti transferfpenyerahan Liang atas pemberlan trantuan sosial i:erupa'

uang atau bukti ueir,h terima barang atas pemberian bantuan sosiai berupa
lrarqnrytJqr Grt t

(2i pertanggunglawaban sebagaimana dimaksud parla ayat (1! huruf b dan huruf c

dikecualika[ terhadap bantuan sosial bagi individu dan /atau keluarga yang

ticlak ciapat direncanakan sel:e1umnya"

18
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Pasal 45

penerima bantuan sr:sial bertanggungjawab secara forn:ai dan material atas

penggunaarl bantuan sosfal yafig difedmanya.

Pertan ggr-i ngj awafu an peneri ma hanttt an so siai melipu ti :

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh pene rimabantuan sosial;

t:. surat pernyataan tanggungiawab yang ffien3rs1agan 
.bahr'r'r: hantuan sosiai

yang diterima telah di*inakan sesuai dengan usulan/proposa; permohonafi;
x^-

c. bukti-bukti pengeluaran ya1lg iengkap dan sah sesuai peraturan perundang.

undangan bagr"penerim" rri"tu* sosial berupa uang atau salinan bukti

serah terima t rt*rg l:agi penerirna hantuan sasial bernpa" bara-ng'

Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hui:uf a dan huruf b
ciisamfrikail kepada nup-ati paling larnbat langgai 1o bulu: ia,uari tahun

*.gg r*,, berikutnya, kecuali altentut<an lain sesuai peraturan perundang-

undangan.
pertanggungjawaban sebagaitnana dimaksud pada ayai 12\ huruf c clisiinpzur

dan difrrguiakan oleh penlrima bantual sosial selaku obyek Pemeriksaan'

yang belum ciiserahkan l'<eparia penerima
*f*rii tahun angg?Jran berkenaan dilaporkan

(3) Reatisasi bantuan sosial berupa Lrarang dikonversikan sesuai standar akuntansi
'*' pr**rirrtufr^r, pada laporan iealisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan

atas laporan k*.,*"gl'' dalam penlrusuna/l laporafl keua:rgarr pemerintaii

daerah sesuai dengan ketentuan perundang: udangan.

te\\-,

(3)

{4}

P.asaL 46

{1i Realisasi bantuan sosial dicanturnkan pada Laporan trceuangan pcmerinte'h

daerah dalam tahun angga-ran berkenaan'

Bantuan sasial beruPa barang
bantuan sosial samPai d"engan
sebagai perserliaan dalam neraca.

VI

BAB VII

IfiOIIUTORIIIG DA!{ EVAI"I'ASI

Pasal4T

(1) Inspektorat Kabupaien melakukan mcr:itoring can
hibah dan bantuan sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaiuasi sebagai*:ana climaksild
kepada BuPati.

el,r:"1uasi etes pen:berian

parla ayat (1) disarnpaihan

1g



Pasal 48

Dalam hal hasil monitoring rlan evaluasi sebagimana Cin:al<sudl dalam Pasal '17

ayat (l| terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan

usulan/prcposal 
-permohcna-n yang telah disetujui, penerima hib,ah danlxte.:-t

bantuan sosiat yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIII

KETEH?U.&T{ PERALI H6'T'{

Pasal 49

Fada saat peraturan Bupati ini rrulai berlaku, proposal ]'anq tetrah ditcrima cleh
pemerintah Daerah sebelum tanggal 31 Mei 20L4 dapat drjadikan usulan/proposaJ

p*r**f,onan rlalarc] perrnchcnal-hihah dalam APBD perr:lrahan tahun anggaran

2CI14.

BAB IX

KETETiIT'UAff PEI{IITU P

Pasal 5O

pada saat Feraturan Bupati ini mulai l:erlaku s:.aka Peratiiran tsr"lpati N0mor ill
Tahun 2O7Z tentang Peiubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2o1t

tentangPecoman-Peniheriansul-rsidi,Hiba-h,BantuanSosialdanBantuan
Keuan[an, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 51

i{etentuan mengenai:

a. contoh format Usulan/proposal Permohonan Hibah tercantumL dalam Lampiran

i.

b. contoh format Surat Permintaan Penyaluran Hfbah tercantum datam Lampiran

it
contoh format Surat Perrryataan Tanggung Jawakr Mutlak tercantum dalam

Lampiran IIl;

contoh format Rencana Program Dan Kegiatan tercantum dalam Lampiran IV;

*. c+ntoh fcrmat Rincian Anggaran Dan Biaya tercanturn clalam Lampiran v;

f. contoh format Rekomendasi SKPD tercantum dalam Lampiran vI;

g. contoh format NPHD terca-ntum ca-lam Lampiran vII; dal

h. contoh {armat Laporan Pertanggungiawaban Dana Hibah tercantum dalam

Lampiran VIII;

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratuan Bupati ini'

c.

d.

20



Pa*aI 52

Pereturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

ASar semua orang
Bupati ini dengan
Selatan.

dapat mengetahuinya rnenrerintahkan pengu
penempatannya dalam Berita Faerah l(abu

Ditetapkan di
pada tanggal 25 F

BUPATI IfiILU ST'IIGAI

ACHTIAD

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 25 Februati 2AM

SEKREIrARIS DATRAI.I
KABUPATEIT HULU $UITGAI $ELATAil

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
TAHUN zA14 NOMOR 6

2L

angan Peraturan
n Hulu Sungai

2AL4

fal{,



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

COilTOH F1ORJYIAT PROPOSAL

KOP ORGANTSASI/LEMBAGA.........
NOMOR REGISTER ORGANISASI / LEMBAGA.

I. LATAR BELAKANG
II. IDENTITAS PENERIMA BANTUAN
III, MAKSUD DAN TUJUAN
IV. KEBU?UHAN DA]VA
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

{untuk masing-masing program dan kegiatan harus dijelaskan tujuan khusus dan
sa,sairajn yang ingin dicapai derrgart prograln dan kegiatarr dimaksud)

VI. RINCIAN ANGGARAN DAN BIAYA

{rencana anggaran dirinci untuk masing masing program dan kegiatan)
VII. WAKTU PELAKSANAAN

Ketua / Penanggungiawab orgarrisasi......... ..

Nama jelas
(cap ditandatangani)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

/kv4
ACHMAD FIKRY
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PEDOMAIV PEMBERIAT,I HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH FORMAT SURAT PERIVIINTAAN PEHYALURAIT DANA HIBAH

Nomor :

Lampiran :

Kandangan
Kepada

Yth. Bupati Hulu Sungai Selatan
Perihal : Permintaan Penyaluran Hibah c.q Kepala Dinas Pendapatan Pengelola

Keuarrgan dan Aset Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan
Di. KANDANGAN

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor

,;;;;;;J*ffok ;;il; oli'l*l * :ffi T:*3::H"r':ff-'#?ff
digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja sebagaimana terlampir.

Penyaluran hibah dimaksud agar dilaksanakan dengan pemindahbukuan ke
Rekenirg ........pada 8ank......... ....dengan Nomor
Rekening..

Untuk mendukurng permintaan penyaluran hibah dimaksud, dengan ini kami
lampirkan:
1. Surat Pern;rataan Tanggung Jawab Muflak
2. RencanaAnggaran Biaya
3. Laporan penggunaan dana hibah tahap sebelumnya dan dokumen

pertanggungjawaban
4. Laporar. Kemqjuan pelaksanaan kegiatan (progress report) dan dokumen

pendukung lainnya
Demikian fllsampaikan, dan atas perkenan Bapak karni ucapka:r terimakasih.

Kandangan
Pengguna Dana
Ketua / Penanggungjawab orgarrisasi.

lr[ama jelas
(cap ditandatangarri)

Keterangan :
*) angka 3 dan 4 disampaikan sesuai tahapan penyaluran dana

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

/fur-
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LAMPIRAN III
PER/TIURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2014
?ENTANG PEDOMAIV PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH F1ORIYIAT SURAT PERYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERYANTAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini sebagai pengguna dana hibah /bantuan ") daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

Narna :

Alamat :

Pekerjaan :

Jabatan dalam Organisasi :

No Register Organisasi :

dengan ini mer5ratakan bahwa saya bertanggungjawab mutiak terhadap keberraran trrenetaparr dan
perhitungan biaya serta penggunaan dana bantuan sebesar Rp............. beserta
penyampaian laporan pertanggungiawaban penggunaan dananya kepada Bupati Hulu Sungai
Selatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan terhzr.dap penetapan dan
perhitungan biaya serta penggunaan dana tersebut diatas sehingga kemudian menimbulkan
kerugian taegara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah
dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat keterangan ini ctibuat dengan sebenarnya sebagai
syarat/lampiran surat permintaan penyaluran

Kamdangan
Pengguna Dana
Ketua / Penanggungiawab organisasi.

Nama jelas
(cap ditandatangani)

Keterangan :
*) diisi sesrrai jerris pemberian barrturr dan tahapan penarikan dana

salah satu
dana

BUPATI HULU SUTilGAI SELATAN,

r'm74
ACHMAD FIKRY
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2014
?ENTANG PEDOMAN PEMBERIAIV HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH FTIRMAT RENCAIIIA PROGRA}I DABI KEGIATAI{

Rencana Anggaran Penggr:naan Hibah
Tal.unAnggaran i

Organisasi/lembaga : PKK
NHPD : Nomor Tanggal.....

Kandangan
Pengguna Dana
Ketua / Penanggungjawab orgarrisasi...... .....

Namajelas
(cap ditandatangani)

NO PROGRAII'I
DAN

KEIGIATAT{

I(EIOMPOII'
SASARAN

I{TLUARAN HASIL RENCANA
KEBUTUTIAN

DANA
IRol

I 2 3 4 5 6

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

/Vru<
ACHMAD }'IKRY
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2014
TENTAIVG PEDOMAI{ PEMBER]AIV HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

COIITOH EORMAT RINCIAN ANGGARAI,I DAI{ BIAYA

Rencana Anggaran Penggunaan Hibah
TahunAnggaran i

NHPD : Nomor Tanggal.....

Kandangan
Pengguna Dana
Ketua / Penanggungjawatr organ:isaLsi...... ...

Nama jelas
(cap ditandatangani)

NO. URAIAN I{IGIATAN
RINCIAN PERHITUNGAI{ JUMLAH

(Rplvolume satua.11 }rarga
satuan

7. Sosialisasi Anti Illarkoba
a. Honor Narasumber 4 iol 60.000 24o.O@
b. belania trararrg dan iasa

- belarria ATK sosialisasi 4(} ok 1O.OO,O 400.ooo

- belania dokumentasi 24 lbr 2.O(x) 48().OOO
- oenssaardaa-rt 5()(} lbr 18() 9().ooo
- makan dan minum 5() ok 24.NO 1.200.ooo
- belania transoortasi 40 ok 25.OOO 1.OOO.OOO

JUMLAH 3.4I(},(x)O

2. dst

BUPATI HUIU SU]NGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PEDOMA]V PEMBERIAN HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

CONTOH EIORMAT REKOMENDASI SI(PD

KOP SURAT SKPD

REKOMENDASI
NOMOR :...............

Yang bertanda tangan dibawah ini:

nama :

NIP :

Jabatan :

dengan terlebih d.ahulu mempertimbangkan dan rr,elakukan penelitian atas hall:.al sebagai berikut :

1. Keberadaan calon penerima bantuan sosial/hibah

2. Ikiteria calon penerima hibahlbantuan sosial

3. penilaian terhadap kegiatan yang diusulkan (diuraikan per kegiatan, kemudian dibandingkan
dengan kegiatan yang ada pada SKPD terkait, kemudian dirrilai manfaatrya bagr masyarakat
dan d.aerahJ

4. rasionalitas dan efisiensi dana yang diusulkan (menyesuaikan dengan indeks harga yang
berlaku)

5. Hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana terlampir

rrlaka organisasillembaga/anggota masyarakat ........ .....direkomendasikan untuk dapat
diberikan bantuan berupa hibah/bantuan sosial sebesar Rp........-"'.'.... .. .(.'...' .............-),
untuk selanjutrrya mohon untuk dianggarkan dalam KUA dan PPAS tahun anggarzrn

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan

Kepala SKPD........

@
* Catatan : Rekomendasi dapat diberikan kolektif seandainya calon penerima bantuan sosial yang

direkomendasikan lebih dari 1 {satu) dengan melampirkan hasil penilaian/evaluasi

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
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LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR TAHUN 2014
TE]VTANG PEDOMAIY PEMBERIAIV HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL

COT{TOH FORMAT NPHD

NASI(AH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH I(ABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DEI{GAN

XABUPATTN HULU SUNGAI SELATAII

NOMOR I LST| MOU / 2,OL4

NOMOR : 841.. ....12Ot4

Pada hari ini ............. tanggal bulan tahun ............., kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

1. Nama
Jabatan

Alarrrat kantor

Dalam hal ini berti:rdak untuk dan atas rrarna Pemerintah Kabrrpaten Hulu Srrngai Selatan yang

:]T:::]:-*:::::::. PIHAK PERTAMA

2. Nama
Jabatan

filarnat kantor

Dalam hal ini bertindpk untuk dar atas rratna Yayasan ..... Kandangan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan yang selanjutnya disebut sebagai :

--- P1HAK KEDUA

Kedua belah pihak yakni PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat dan menyetujui
untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Hibah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

28



1.

o

3.

4.

5.

6.

Pasal 1

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentartg Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaarr Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2AAG lr;ntarrg Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Neg,eri Nomor 13 Tahun
2OO6 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah;

Peraturarr Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor .... Tahun ...... tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun An.ggaran .......;

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor .... Tahun ....... tentang Penjabaran Anggaran
Pendap atan dan Belanj a D aerah Kabup aten Hulu Sungai Selatan Tahun,\nggar an . . . . . .. ;

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor ..... Tahun ....... tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal 2

TUJUAN HIBAH

Dana hibah dipergunakan untuk

Pasal 3

BESARAN HIBAH

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA sebesar
Rp..................,00 (............. rupiah) dan Pihak Kedua menyatakan telah menerima uang sebesar
Rp..................,OO (............. rupiah) dari Pihak Pertama sesuai Rencana Kebutuhan Biaya
sebagaimana tercarrtum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah. ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK KEDUA wa{ib mencegah timtrut:ya keadaaan atau hal-hal yang merugikan Pemerintah
Daerah berkenaan pelaksanaan program dan kegiatanyarLg dibiayai dengan dana hibah ini.

PIHAK KEDUA berkevrajiban untuk memastikan bahwa seluruh prosedur penyaluran/ pencakaxr
dana hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi"

PIHAK KEDUA u,qiib menghindari dan mencegah tefadinya pemborrsan dan kebocoran
keuangarr dalarr proses pelaksanaan kegiatan.

PIHAK KEDUA wajib menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewelrcng danf atau kolusi
dengan fujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yatrg secara langsung atau
tidak langsung merugikan keuangan daerah.

PIHAK PERTAMA melakukan pembinaan agar penggunaan dana hibah sesuai dengan maksud,
tujuarr dan ketentuan yang dipersyaratkan untuk menghindari pengeluaran yang tidak sesuai
dengan ketentuan.

(i)

(2)

(3)

(4)

29

(s)



(1)

(2)

Pasal 5

PENGELOLAAN HIBAH

Penerimaan hibah oleh PIHAK KEDUA dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan
akuntabel.

Pertanggungiawaban pengelolaan keuangan dana hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Pasal 6

TATA CARA PENYALURAN HIBAH

(1) Penyaluran dana hitrah sebesar Rp..................,00 (......... .. rupiah), disa"lurkan dalam 1 (satu)
tahap dan penyaluran dana hibah dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD, Surat
Pernyataan lPakta Integritas dan Kwitansi Pencairan Dana Hibah;

(21 DaJam rangka penyaluran dana hibah, PIHAK KEDUA membuka rekerLing trank atas nama
Yayasan dan wajib menyampaikan :

a. Nomor rekening, nElma rekerring dan fotocopy bukti buku rekening bank;

b. Surat keputusan Ketua Yayasan mengenai penunjukan/penetapan bendahara
Yayasan ........;

(3) PIHAK KEDUA menyampaikan Surat Permohonan Pencairan kepada Bupati Hulu Sungai
Selatan, dilampiri dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak dibuat dalam rangkap 2
(dua).

(4)Penyaluran dana hibah ditransfer ke rekening bank PIHAK KEDUA apabila telah dipenuhi semua
ketentuan sebagaimana dimaksud ayat {1) dan (2).

Pasal 7

TATA CARA PELAPORAN HIBAH

PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi pertyerapara
dana beserta bukti-trukti iainnya yang sah kepada PIHAK PERTAMA, paliLrng lambat tanggal 10
Januari

Untuk keperluan pembinaan dan identifikasi kemungkinan terjadi penyimpangan, PIHAK
PERTAMA melakukan pemantauan melahri aparat terkait atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan
perrggunaan dana hibah.

Dalam hal diketahui terjadi penyimpangan danf atau penyalahgunaan atas realisasi penggunaan
dana hibah, maka PIHAK PERTAMA akan melakukan tindak lanjut yang diperiukan dan dapat
menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menghentikan
dan / atau memrnimalkan penyimpalgan tersebut.

Pasal 8

PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin untuk mempergunakan dana hibah sesuai dengan
peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Hibah ini , dan akan senantiasa
mengupi{yakan upaya terbaiknya untuk terpenuhinya maksud dan tujuran per€gunaarr Dana
Hibah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dala:rr Perjanjian Hibah ixi.

i1)

(2)

(3)
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(2)

(3)

(1)

(21

PIHAK KEDUA bertanggungiawab penuh baik secara fisik maupun keuangan terh.adap
pelaksanaan penggunaan da:ra Hibah Daerah yang diterima sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan menyampaikan Laporan Pertanggungl'awaban kepada PIHAK PERTAMA.

Apabila diketahui terjadi penyimpangan/penyalahgunaan, PIHAK PERTAMA wajib mengamhil
tindakan yang diperlukan untuk menghentikan dan ata,u/ mengurangi kerugian yarrg
ditimbulkan dalam hal terjadi penyalahgunaan dana hibah.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN.LAIN

Perjanjian hibah ini mengikat kedua belah pihak sebagai institusi, seldngga perjanjian hibah ini
tetap mengikat kedua belah pihak walaupun pejabat yang menandatangani Perjaqiian inj
digantikan oleh pejabat lain.

Setiap penambahan dan /atau perubahan yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan
Perjanjian Hibah ini yang disetujui berdasarkan surat terpisah yarrg telah ditandatangani kedua
kedua belah pihak, wajib dianggap sebagai bagran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah
ini.

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 2 (duai
masirrg saula bunyinya dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian
ini.

Kandangan

PIHAK KEDUA PIHAK PEKTAMA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN/

An, BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

KETUAYAYASAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

3i

ACHMAD FIKRY



CI
C!

i
E

s
frlo
4(,
z
u)

-l
*{
E

tr
EI

Egbo(u
(dd
ET5
doMM

z
E

d'Aa!l

9eDEarn
3rg
'l (J .-\E]8,
-L>=

EE=H
-) t- l)

=8' a1
Ze Hfl
7t^ a2d.)uz<
JLA#MEkVCI Er

AfreAA fil
HI*t
<lzl
4l
ot
z1

{lzl
hl9t
olgt
zl
Hlrl
zl
<t
Elt
4l
BI
<tbt
(5t
zl
hl
-)l(5l
gl
zl
<t
El
ul
EII
AI
zl
flt
ol
trl
<t
hII
ul
ol
FI
2l
ol()l

NH

aiI
F.o
i' l.l*Ei 

B5E p
>.2 g
>E i!5 F- ottt $E
9^ o c'E
A)U^gs Eg

z
od,o<Jrl<Xa>

a
I

CI
il
O

aa5<
<14a

o0
I

rO
II

H7
4. :E

iae:]D
b*l

rI1a

f.-
+
I
@

r

-gJ^^rdiF.aH<g
H

a

z
?o.cn9s,

F

\o

7<Ed>ft
ilozDor
3Fg5
z o=
4a

v
I

Co
il

LO

tfuE +<
*i,H3 ? slAit-
JIJF')-r E;

f

J-
H \FZ& tsA144-

!=HEE
-r-lJ- At

co

D

n<
+Z7<JO
a,

CI

oz tt


